SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN INSENTIF KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran
Insentif Khusus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organsiasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga
Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda
tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tatakerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kota
Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor
16);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;



16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tatakerja Struktur Organisasi
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota
Samarinda Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor
31 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota
Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas,
Fungsi dan Tatakerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah
Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2014
Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BESARAN INSENTIF KHUSUS PEGAWAI NEGERI

SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

N oo A

oo

Walikota adalah Walikota Samarinda.

Insentif Khusus yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan
yvang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
menyelenggarakan pelayanan perizinan yang prima dan satu pintu pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya

disingkat DPMPTSP Kota Samarinda.

. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.

. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas DPMPTSP.

. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPMPTSP.

. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kasubag adalah Kepala Sub Bagian

pada DPMPTSP.

. Kepala Sub Bidang yang selanjutnya disebut Kasubid adalah Kepala Sub Bidang

pada DPMPTSP.

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS/Calon PNS

Pemerintah Kota Samarinda dan PNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan/
dikaryakan pada Pemerintah Kota Samarinda.

Pasal 2

Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan
rasionalitas disesuaikan dengan jabatan dan golongan PNS.



BAB II
INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3
(1) Insentif diberikan kepada PNS di lingkungan DPMPTSP.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan
kepada:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris Dinas;
c. Kepala Bidang;
d. Kasubag;
e. Kasubid;
f. PNS Golongan III;
g. PNS Golongan II dan I; dan
Pasal 4

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksudkan
untuk meningkatkan:
a. Kinerja DPMPTSP;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai DPMPTSP; dan
c. pelayanan kepada masyarakat.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 5

Pemberian Insentif bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Samarinda.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 6

(1) Besarnya Insentif ditetapkan sebagai berikut:
a. Kepala Dinas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
b. Sekretaris Dinas sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
. Kepala Bidang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
. Kasubag sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
. Kasubid sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
PNS Golongan III sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

. PNS Golongan II dan I sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu
rupiah); dan
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(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja Anggaran Insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Maret 2017

WALIKOTA SAMARINDA,
ttd
H. SYAHARIE JA’ANG

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 20 Maret 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

H. HERMANTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

SYARIFUDDIN, SH
NIP. 196703021995031005




